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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21/PMK.04/2019
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 145/PMK.04 /2007 TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN

Menimbang

DI BIDANG EKSPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa ketentuan kepabeanan di bidang ekspor telah
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
145/PMK.04 /2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di
Bidang Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
145/PMK.04 /2014 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007
tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor;

bahwa untuk lebih mendukung upaya Pemerintah dalam
meningkatkan ekspor serta meningkatkan pengawasan
terhadap barang ekspor, perlu melakukan
penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai
pemeriksaan fisik atas barang ekspor sebagaimana
dimaksud pada huruf a;bahwa berdasarkan ketentuan
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
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Mengingat

Menetapkan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan, Menteri Keuangan diberikan kewenangan
untuk mengatur ketentuan mengenai tata cara
pemeriksaan pabean;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11A ayat (7)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang
Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007
tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2014
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di
Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 965);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
145/PMK.04 /2007 TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN DI
BIDANG EKSPOR.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di
Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah dengan:
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2011

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
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Nomor 145/PMK.04 /2007 tentang Ketentuan
Kepabeanan di Bidang Ekspor (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 559); dan

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2014
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan
Kepabeanan di Bidang Ekspor (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 965),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan ke
Kantor Pabean dengan menggunakan
Pemberitahuan Pabean Ekspor.

(1a) Kewajiban untuk memberitahukan ke Kantor Pabean
dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean
Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berlaku juga terhadap ekspor:

a. barang yang pada saat impornya telah
diberitahukan sebagai barang impor sementara;

b. barang yang akan diimpor kembali sehingga
pada saat impornya dapat diperlakukan sebagai
barang impor kembali; atau

c. barang yang dikenakan Bea Keluar melebihi
batas pengecualian pengenaan Bea Keluar
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberitahuan Pabean  Ekspor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Eksportir
atau kuasanya ke Kantor Pabean pemuatan paling
cepat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal perkiraan
ekspor dan paling lambat sebelum barang
dimasukkan ke Kawasan Pabean di tempat

pemuatan.
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(3) Atas ekspor barang curah dan kendaraan bermotor
dalam bentuk jadi (Completely Built Up) tanpa peti
kemas, Pemberitahuan Pabean Ekspor dapat
disampaikan paling lambat sebelum keberangkatan
sarana pengangkut.

(4) Dihapus.

(4a) Dihapus.

(5) Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan dalam

bentuk tulisan di atas formulir atau data elektronik.

Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, di antara
ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat
(2a), dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4),
sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8
(1) Terhadap Barang Ekspor dapat dilakukan
pemeriksaan fisik.
(2) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dilakukan terhadap:

a. Barang Ekspor yang akan diimpor kembali;

b. Barang Ekspor yang pada saat impornya
ditujukan untuk diekspor kembali;

c. Barang Ekspor yang mendapat fasilitas:

1. Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)
pembebasan;

2. KITE pengembalian; dan/atau

3. KITE industri kecil dan menengah;

d. Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar;

e. Barang Ekspor yang berdasarkan rekomendasi
dari kementerian/lembaga terkait dengan
pertimbangan Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai atau Barang Ekspor yang berdasarkan
rekomendasi unit internal Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai, yang ditetapkan oleh Direktur

Jenderal atas nama Menteri Keuangan;



